
MISI 5 : 
Menciptakan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung 

Penyelenggaraan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 
dan Bersih  

Sasaran RPJMD : 
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah 

TUJUAN RPJMD : 
Terciptanya Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan 

Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Peningkatan 
Inovasi, Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi 

Nilai evaluasi Implementasi AKIP Kabupaten Langkat 

Indikator : 
Nilai Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

Terlaksananya jasa penunjang 
urusan pemerintahan daerah 

Meningkatnya Pengelolaan 
administrasi Keuangan Perangkat 
Dearah 

Meningkatnya Pengelolaan  
Pelayanan Administrasi Umum dan 
Kepegawaian Perangkat Daerah  

Meningkatnya Pelaksanaan 
Operasional Pendukung Kegiatan 
Kantor 

IK :  
Persentase Konsistensi Dokumen 
Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Disdukcapil  

Meningkatnya Konsistensi Dokumen 
Perencanaan, Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja Disdukcapil 

IK :  
Persentase pengelolaan administrasi 
keuangan yang terpenuhi dan sesuai 
aturan 

IK :  
Cakupan Pelayanan Administrasi 
Perkantoran sesuai aturan 
 

IK :  
Persentase Pengelolaan administrasi 
umum dan kepegawaian yang 
terpenuhi dan sesuai aturan  
 

IK :  
Cakupan Penyediaan jasa penunjang 
urusan pemerintah daerah 
 

Terlaksananya pemeliharaan 
barang milik daerah penunjang 
urusan pemerintah daerah  

IK :  
Cakupan pemeliharaan barang milik 
daerah penunjang urusan 

Terlaksananya administrasi umum 
dan kepegawaian perangkat daerah 

Terlaksananya administrasi 
keuangan perangkat daerah 

Tersedianya dokumen 
perencanaan, penganggaran, 
evaluasi kinerja perangkat daerah  

IK :  
Cakupan perencanaan, 
penganggaran dan evaluasi kinerja 
perangkat daerah 

IK :  
Cakupan administrasi keuangan 
perangkat daerah 
 

IK :  
Cakupan administrasi umum dan 
kepegawaian perangkat daerah 
 

Tersedianya Barang Milik daerah 
penunjang operasional Kantor 

IK :  
Cakupan Penyediaan Barang Milik 
Daerah 
 

Meningkatnya Pelayanan 
Pendaftaran Penduduk 

Meningkatnya Pelayanan Pencatatan 
Sipil 

Meningkatnya Pengelolaan Informasi 
Administrasi Kependudukan 

Meningkatnya Pengelolaan Profil 
Kependudukan 

IK: 
1. Persentase Penduduk yang 
Melakukan Perekaman Data 
Kependudukan 
2. Tingkat Kepiasan Masyarakat 
terhadap Pelayanan Pendaftaran 

IK: 
1. Persentase Penyediaan Data 
Kependudukan 

IK: 
1. Persentase OPD yang 
menggunakan Database 
Kependudukan 

IK 
1. Rata - Rata Waktu Pelayanan 
Administrasi Kependudukan 
2. Persentase anak usia 0-18 Tahun 
yang memiliki Akta Kelahiran 
3. Tingkat Kepiasan Masyarakat 
terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil 

Indikator : 
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi 
Kependudukan 

Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Kependudukan 

Terlaksananya Pelayanan 
Pendaftaran Penduduk  

Terlaksananya kegiatan Peningkatan 
Pelayanan pencatatan sipil 

Terlaksananya Koordinasi dengan 
Kantor Kementerian yang 
Menyelenggarakan Urusan 
Pemerintahan di Bidang Agama 
Kabupaten/Kota dalam Memelihara 
Hubungan Timbal Balik Melalui 
Pembinaan Masing-Masing kepada 
Instansi Vertikal dan UPT Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten/Kota 

Tersedianya Komunikasi, Informasi, 
dan Edukasi kepada Pemangku 
Kepentingan dan Masyarakat 

Terlaksananya Penyusunan Tata 
Cara Perencanaan, Pelaksanaan, 
Pemantauan, Evaluasi, 
Pengendalian, dan Pelaporan 
Penyelenggaraan Adminduk Terkait 
Pengelolaan Informasi Administrasi 
Kependudukan 

IK: 
Cakupan Pelayanan Pendaftaran 

IK: 
Cakupan Penerbitan Pelayanan Akta 
Pencatatan Sipil 

IK: 
Cakupan Penyelenggaraan Akta 
Pencatatan Sipil 

IK : 
Cakupan Pengelolaan Infomasi 
Administrasi Kependudukan 

IK : 
Cakupan Penyelenggaraan 
Pengelolaan Informasi Administrasi 
Kependudukan 

Tersedianya Penyediaan Data 
Kependudukan Kabupaten/ Kota 

IK: 
Jumlah Buku Profil Kependudukan 


